PERJANJIAN KERJA SAMA 7
Memorandum of Agreement (MoA)
universitas
Antarn MALIKLUSSALEM

KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKWI/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T[1101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di
Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini

l. Azwardi, AP, M.Si selaku Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat
Lembaga Wali Nanggroe Aceh), beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang,
Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah
mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

. Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si selaku Dekan Fakultas imu Sosial dan limu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus
Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam
melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di
Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekterariat Lembaga Wali Nanggroe
Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka menunjang
Penguatan Lembaga Wali Nanggree Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif
dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU
Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media
informasi publik secara komprehensif dan barkesinambungan terkait keberadaan dan peran
strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

3. Terjalinnya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.



SASARAN
Pasal 2

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan Memorandum of
Agreement (MoA) ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahaman
terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informasi yang
benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan
mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam
rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai

berikut :

a.  Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan
Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

b.  Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali
Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara
komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;

C. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh,
pemersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan
dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik
secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali
Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga
khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di
Aceh, pemersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi
penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian tersendiri (Implementation

Aranggement).

N



1.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandat ;
diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Belah Pihak. J I WmngaCAn HAp

Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan
perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya Nota Kerja sama ini.

PENYELESAIAN SENGKETA
‘ ' Pasal 7
Apabnlz_i terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka
para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyrawarah dan mufakat dalam mengambil

keputusan.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan
diatur kembali melalui addendum Memorandum of Agreement (MoA) ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP
Pasal 9

a ini di buat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan

Perjanjian kerja sam
bermaterai cukup serta mempunyai kexuatan

di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua),
hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA ya W"M{EDUA
KEURUKON KATIBULWALLI/ FAKUL ugn& ‘SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI S ALfKUSSALEH LHOKSEUMAWE

NANGGROE ACEH

Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

(U5
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Memorandum of Agreement (MoA)
umversitas
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Antara
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor ; 01/MoA/KKWI/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T/11101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di

Aceh Besar, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :

l. Azwardi, AP, M.Si selaku Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat
Lembaga Wali Nanggroe Aceh), beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang,
Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah
mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Il Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus
Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam
melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di
Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekterariat Lembaga Wali Nanggroe

Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka menunjang
Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif
dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU
Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media
informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran
strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

3. Terjalinnya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan

Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.



SASARAN
Pasal 2

. dan bertanggung ‘ ' i
jawab, baik melalui med [ i
mengedepankan Semangat konsolidasi dan keterbukaan pibll?kkampus LSRR

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

g%a?(ga lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam
beri?(ut 'menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai

a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan

Undang-qndang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; .
b.  Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali

Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara
komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh,
pemersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

PIHAK PERTAMA memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan
dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik
secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali
Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga
khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di
Aceh, pemersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi
penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN
Pasal 5§

PIHAK PERTAMA akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian tersendiri (/Implementation

Aranggement).



JANGKA WAKTU
Pasal ¢

. Nota Kerja samq ini berlaky un

diperpanjang kembai tuk jangka wak :
ali atas persety; aktu 5 (lima) tahun sejak ditand 4 o
. Nota Kerja sam Wluan Kedua Belah Pinak, o ooangani dan dapat

a ini akan berakpi
perundang-undangan akhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan

an a o !
berlangsungnya Nota Kerja sam;ail:ﬁ_ kebijakan  Pemerintah yang tidak memungkinkan

PENYELESAIAN SENGKETA
Apabila terjadi iSi izt
Jadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka

Para pihak sepak )
KépUtsan Pakat untuk menyelesaikan secara musyrawarah dan mufakat dalam mengambil

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

H_al—hal yang pelum d.iatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan
dlatur.kembah melalun addendum Memorandum of Agreement (MoA) ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan
di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEURUKON KATIBULWALI/ FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SEKRETARIAT LEMBAGA WALI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

NANGGROE ACEH
P ) J V

Azwardi, AP., M.Si Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Katibul Wali - Dekan

)
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ntara
KEURUKON KATIBUL WALIISEKRET‘:\RII:T LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01!M0AIKKWIIV12021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : Tl1101IUN45.ZlHK12021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di
Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Azwardi, AP, M.Si selaku Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat
Lembaga Wali Nanggroe Aceh), beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang,
Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah
mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul wali, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

. Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus
Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam
melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di
Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekterariat Lembaga Wali Nanggroe
Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka menunjang
Penguatan Lembaga Wali Nanggree Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif
dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU
Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media
informasi publik secara komprehensif dan barkesinambungan terkait keberadaan dan peran
strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

3. Terjalinnya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.



SASARAN
Pasal 2
dum of
nan

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan Memaoran

Agreement (MoA) ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahar
terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informast yang
benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan

mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh da\am
rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagal

berikut :
Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan Mol Helsinki dan
Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; .
b.  Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali
Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara
komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh,
pemersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

a.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan
nomor 11 tahun 2006 tentang

dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang
Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di

Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik
secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali
Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga
khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di
Aceh, pemersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi
penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

l. PIHAK PERTAMA akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian tersendiri (Implementation

b

Aranggement). .



MEFRINNAINY Www oy

Pasal 6

1. Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu § (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat
diperpanjang kembali atas persaetujuan Kedua Belah Pihak.

Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada keter)tuan

perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangaungnya Nota Kerja sama ini.

2,

PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 7
Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka
para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyrawarah dan mufakat dalam mengambil

keputusan,

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Nota Kerja sama ini akan

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam ;
akan bagian

diatur kembali melalui addendum Memorandum of Agreement (MoA) ini dan merup
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan
di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

. PIHAK KEDUA
: $P§ L. DAN ILMU POLITIK
JALS J;,S?LEH LHOKSEUMAWE
7 -

PIHAK PERTAMA
KEURUKON KATIBULWALI FAKUL
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI
NAN(iGROE ACEH

=

Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

.




PERJANJIAN KERJA SAMA ‘ T )

Memorandum of Agreement (MoA)
universitas
MALIKUSSALEN

)
KEURUKON KATIBUL it
WALIUSEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKW/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T/1101/UN45.2/HK/2021

gt

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

ertempat di

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, b

Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
urukon Katibul Wali/Sekretariat

Katibul Wali (Kepala Ke

di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang,

jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah
Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya

I Azwardi, AP, M.Si selaku

Lembaga Wali Nanggroe Aceh), beralamat
Dalam hal ini bertindak dalam

Aceh Besar.

mewakili serta bertindak untuk dan atas hama

disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik
t di Jalan Sumatera No. 8 Kampus

In.
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang beralama
matan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak
Sosial dan limu Politik

Bukit Indah, Blang Pulo Keca
dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas limu
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

ma untuk saling menunjang dalam

idasari oleh keinginan bersa
anan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di

melaksanakan tugas-tugas peningkatan lay
Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekterariat Lembaga Wali Nanggroe
an Kerja sama dalam rangka menunjang

Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Perjanji
Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Dengan rahmat Allah SWT dan d

TUJUAN
Pasal 1

Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif
dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman Mol
Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan
Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media
informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran
strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

3. Terjalinnya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatar

Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.



SASARAN
Pasal 2

Penguatan Lembaga_ Wali. Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan Memorandum of
Agreement (MoA) ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahaman
terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informasi yang
benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan

mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
anggroe Aceh dalam

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali N
| kegiatan sebagal

t';a"%k";‘ menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliput
erikut :
a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan
Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; )
di Lembaga Wali

b.  Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di .
Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara

komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;

c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusu; untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh,

pemersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

PIHAK PERTAMA memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan
nomor 11 tahun 2006 tentang

dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang
Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di

Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik
secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali
Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga
khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di
Aceh, pemersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi
penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1,

~d

PEMBIAYAAN
Pasal 5

PIHAK PERTAMA akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan vyang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian tersendiri (Implementation

Aranggement).

o



1.

p 1

JANGKA WAKTU
Pasal ¢

Nota Kerja sama ini ber|
_ ‘ Derlaku untuk jangk i
diperpanjang kembali atas el r?Ki &N:akge?aﬂmfgi?\)alkahun sejak ditandatangani dan dapal

Nota Kerja sama ini a apabila a
akan ' n pab da ketentu
. ! beTakhw dap batal dengan sendirinya il ! t; ‘|an
perlu“da”g U“da”gat“ drja” a aiui kebijakan Pemerintah yang tidak memungki

PENYELESAIAN SENGKETA
Apabila terjadi isi s
iy ) J:g; apktzrfellsman atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama i e
ooy untuk menyelesaikan secara musyrawarah dan mufakat dalam mengambil

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

:I_al-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan
iatur kembali melalui addendum Memorandum of Agreement (MoA) ini dan merupakan bagian

yang lidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan
di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEURUKON KATIBULWALI/ FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
NANG\GROE ACEH y

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si

Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali . Dekan

JR—-




